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Peradilan Agama Martapura menjadikan surat hasil konseling
sebagai syarat dalam mengajukan dispensasi kawin. Hal ini merupakan
pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan agama Martapura
Hal ini merupakan suatu yang baru karena sebelumnya belum pernah
ditemui di Pengadilan Agama Martapura..

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan terkait surat hasil
konseling sebagai persyaratan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan
Agama Martapura serta mengetahui dasar ketentuan surat hasil konseling
sebagai persyaratan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama
Martapura.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan
penelitian hukum empiris. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan
data penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data
dalam penelitian ini menggunakan kualitatif. Kualitatif yaitu menguraikan
data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah untuk
dibaca dan dipahami.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama alasan surat
hasil konseling dibuat untuk menjalankan hukum acara walaupun tanpa
menjalankan kebijakan tersebut pada dasarnya tidak mempengaruhi
jalannya hukum acara. Kedua, membantu hakim dalam menimbang dan
memutuskan hukum. Pasalnya dengan adanya surat tersebut hakim akan
mudah menilai bahwa anak telah matang secara psikologis dan biologis
untuk menikah. Adapun dasar hukum dari ketentuan surat hasil konseling
ini ialah berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019
tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. akan tetapi jika
melihat isi ketentuan PERMA NO.5 Tahun 2019 tidak ada ketentuan yang
mewajibkan surat konseling sebagai syarat administratif bahkan alat bukti
dipersidangan. Surat hasil konseling hanya dapat diberikan ketika hakim
meminta sebagaimana Pasal 15 dan Pasal 16 PERMA No.5 Tahun 2019.



